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Bukan rabhasia lagi bahwa jumlah aksi buwrubh pada  tabhun 1994
vang masih oamat muda imi mendingkat pesat dibancding bulan vang
sama tabun sebelumnya, ataw bahkan dibanding dengan  bulan
puncak tabun 1993 dan 1992, FPada bulan  Januwari 1994 sais
meEnurut Harian Terbit tanggal 9 Pebruari tercatalt sekitar. 72
aksi  di Jabotabek. Suwrvadi mencatat teriadinya 1032 pemogokan
i DRI dan Jawa Baralt (FR. 12 FPebroari 1994) . Sementara it
Menaker  hanya  menyebutkan  angka 48, Adalah  menso-ik  untuk
membaca persepsi buruh mengenail situasi ekonomi mereka dari
tuntutan  vang mereka rumuskan sendicri. Sebagail bahan  untuk
dianalisis, kami kemukakan data aksi buwoabh tabun 1993 di
Jakarta dan Jawa Barat sebagaimana di muat di pelbagai mass—
media. Fada tahun tersebut telabh terjadi aksi burubh sebanyvak
aad kali. Tuntutan yvang dikemukakan dalam keseluruhan aksi ita
secara kasar bterbitung sebanyvak &84 buah. Dari sekian tuntutan
itu secara kasar pula dikatagorikan sebagai berikut @ 442
tuntutan (&g, 4% beraifat ekonomis, 187 G e hersifalt
politis, 42 buah (&6,1%) dikatagorikan lain—lain (seperti cuti,
menuntut  jam  istirahat, adanva we, dll) dam 45 buah  (&.6%)
tuntutan yang kEhas burubh perempuan (tabel terlampir). Jadi
sama  sepertl  tahun ini nampaknya, tahun lalupun yvang  amat
menonijol adalah tuntutan ekonomis.

Farena berita koran sering amalt singkat oan tidak memberi
perjelasan banvak, maka kamil mengadakan survey Easar pengupa-
han di 13 perusahaan di Jabotabek. Dengan bekal kedua sumber
informasi ituw, dapat disimpulkan bahwa vang menjacdi keprihat-e
inan buruh tidak hanyva soal upabh vang rendab akan tetapi lebih
luas dari itu.

Tuntutan Ekonomis

Secara garis besar, tuntutan yvang bersifat ekonomis itw o tere
ot b s B

= Upah minimum regional (UMR) diberlakukan sesuaili dengan
pritusan Menaker.

= UMR ditafesirkan sebagal upah pokok  saja  tanpa tunjangan
APIEPILLT W :

= Dibayarkannya  wapah lembur/pembayaran upah  lembur sesual
preEra b an .

= Fenaikan upah disesuaikan dengan masa kerja danataun inflasi
= Dihapuskannnyva/dipertangoung  Jawabkannya pemotongan  upah
vang diberlakukan di perusahaan masing-masing seperti potongan
Astel  dan dluran B5FS51 vang berbeda-beda  (prosentasenya  dard
upah) antara satu pabribk ke pabrik lain. FPotongan lain  berupa




potongan wuntuk pajak, potongan karena pelanggaran disipling
potongan karena rusaknya alat produksi dansatau hasill  produk-
i, dan sebagainva.

~ Diberikan/ditingkatkannya tunjangan atau premi s@partd
tunjangan makan, transport, wvang shift, premi hadir, dan lain-
lain termasubk seragam dan Tunjangan Hari Raya.

=  Tuntutan pemberian pesangon bagi vang di PHE

= fAdanya Astek/jamsostek Jdi perusahaan yvang bersanghkuatan
=l

Fondisi upah

Dari sekian banvak rumusan tuntutan soal wupah, ada empat  soal
varng cukup menoniol ., yailtu s

= Soal Jdumlah wupab. Jumlab upah vang mereka terima  sekarang
dianggap tidak cokoap antuk mendukng kehidapan mereka dalam
taraf wvang mindm sekalipun. Tuntutan  dibesrlakukannnya  UMR.
dibayarkannya  upah lembuwr, diberikannya tunjangan—tunjangan
dan sebagainya menunjukkan hal indi. Fesimpulan itu  diperkuat
oleh poster-poster yvang mereka bawa saat pemogokan, sepertil
migalnya @ "kKami bukan mesin. hargai tenaga kami."

~ Hoal definisi upah minimum. Dalam banyalk pemogokan, buwruh
mengartikan UMR sebagai upah pokok saja, tidak termasuk  ragam
macam tunjangan  ataw  premi. Femahaman ini timbul  mungkin
sebhagail reaksi balik atas kebijakan pengupahan pengusaha yvang
mambagl  upah menjadi komponen-komponen dan  tidak  memberilan
Eomponean  tertentu jika buruh tidak masuk kerja dengan  alasan
vang syah seperti cuti sakit, cuti tabhunan, libur resmi, dan
lain sebagainya. Bentuk tuntutan biasanya dinvatakan @ Terap-
karr UMR. Berikan vang makan, uwang transport, premld hadier  dan
sEbhagainya. Termasuk dalam katagori definisi ini  adalah
urtuk siapa upah minimal diberikan. Fraktek yang relatif wmum
adalah  menyvamakan ataw membedakan sedikit saja antara buruah
e dengan yvang sudah lama bekeria, Dan dalam  hal  kenaikan
upah, sebagian pengusahbha menaikkan upah . hanya apabila ada
Eenaikan UMR. atau menaikkan setiap tabun atas dasar prestasi
Druh yang bersangkutan . Sementara it wkwran prestasi dta
ticalk pernah jelas karena penilalannya  merupakan  kewenangan
atasan  mareka. Bentuk tuntutannya adalabh ¢ naikkan  upah
sepslal masa kerja.

= Upah sebagal bagian dari mekanisme kontrol perusahaan. Dalam
praktek upah sering dikaitkan dengan mekanisme kontrol ini,
sepertl misalnya  ada pemotongan upah bila  burab terlambat,
lupa mengenakan tanda pengenal, target tidak dicapail, rusaknva
alat produksi  atad hasil produksi, terlaloa lama ke we, dan
sebagainya. Ketidak puasan burub atas realitas ini  dibuktikan
dengan adanya tuntutan untuk menghapuskan macam-macam potongan
LApah .
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- Dasar penesntuan upah. Tuntutan vang senghendakid  agar  masa
kFeria dipserhitungkan dalam kenaikan upah  dapat ditafsirkan
sebagal kehandak antuk mengestabhul alasan-—alasan yvang mendasarid
penaentuan dan  kenailkan wupah. Penafsican indi diperkuat oleh
adanyva tuntutan agar perincian upah diperiselas, memperielas
upah borongan, mempertanyakan mengapa upah naik {dlisssuaikan
dengan UMK} targetpun naik juga, dan sebagainya. Tuntutan lain
vargg  mendukung juga adalab tuntutan untuk o menaikkan upah
mesial dengan EFM atau EHM.

Kebijakan pengupahan
Sebagian tuntutan buruh tersebot di atas berlaku pula  sebagai
kritik atas kebiljakan pengupahan pemerintah.

= Jumlab UMR. Tuntutan burubh untuk mendapatkan  upabh  sesual
dengan KFMAKHM  dan dalam mempersiapkan tuntutan  itu mereka
manghitung sendicri KFMEMM di owilayah mereka merupakan kritik
nyata atas jumlah UMR yvang ditetapkan pemerintah. Juga upaya
mereka untuk mendapatlkan tunjangan odi Luar jumlah vang  oite-
tapkan dalam UMR memperkuat tafsiram ind.

= Berkaitan dengan jumlabh UMR ini Menakerpun tidak menjelaskan
maengapa UMR untuk wilavah tertentu itu jumlabnyva seperti  yvang
diputuskan, apa alasannya, mengaps Buwrang jumlabmyve daci  ERHM
untuk lajang sekalipun dan sebagainva. Proses penen DUanmyapun
bersifat tertutup - artinva proses pengambilan keputusan baik
di tingkat DPPD, Gubernur, DPPFN maupun ditingkat Menteri tidak
diumumbkan  kepada  publik terutama buruh.  Salah  satu  akibat
Fetertutupan ind adalah tidak jelasnva dasar-dasar vang digu-
makan untuk menentukarn jumlabh nominal UMR.

- HBoal defindisi UME. Upab dalm ketentuan UMR dinyvatakan  ter-
i Bl dari upah pokok (sedikit-dikitnya 75%) clidambab dengan
tunjangan  tetap (sebanyalk-bhanyaknya 2%9%). Apa vang dimaksud
dengarn btundangan tetap, apakah boleh dipotong saat burub sakit
dengan  swrat dokter atau cuti, dan  sebagaiva tidak Jjelas
chisebut . Ini dapat memeberi keleluassan  kepada @ perusahaar
untuk  menyusun upah dalam komponen yvang stabil  dan komponen
varg hanya dibayvarkan denga kondisi tertentu (dibayvarkan kalauw
Buruih masuk kerja atad masuk terus menerus selama 1 minggu,
carn sebagainyva). Berkenaan dengan definisi ini juga, Ketetapan
UMR tidak menyvebutkan secara jelas untuk siapa UMR  diberlaku-
buar w Imdpurn memberi keleluasaan kepada pengusaha untuk tidalk
menghargal  pengalaman dan masa kerja buwruh. Upabh  burubh baru
damn yang sudah bekerja bertabhun—tabhun bisa siéaja disamakarn. Dan
ketidak jelasan indipun memudahkan pengusaha wntuk  mengogunakan
pola pengupahan sebagal bagilan dari mekanisme kontrol  mere
Mismalnyva untulk mencegah buruh mengambil cowti HI, maka pengusa-—
Ma dapat memberikan hanyva upah pokoknva saja.
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- Fesngawasan Depnaker. Renyvataan bahwa tuntutan penerapan UMR
dan pambayvaran upah lembur vang jelas aturannyva harus  disame
paikan lewat mogok, menunjukkan sangat Burangnya pengasasan
Depnaker. Tidak hanyva itu saja, malah  |kesunggubhannya  uantuk
menerapkan apa yvang sudah menjadi pearturan diragubkan. Sebagad
contoh, dalam banyak kasus pemogokan menuntut  diberlakukannva
UMR atauw upah lembur, biasanva dalam  perundingan  diputuskan
hahwa sejak mogok itulah perusabsan diwajibkan  membayar  apa
yarg menjadi hak burub sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
Felanggaran vang dilakukan sebelum itu biasanyva tidak diper-
soalkan., Ind menimbulkan kesan bahwa pelangoaran tidak aps-apa
asal burubnya tidak protes. Falaw protes baroa diselesailkan.
Déar Earena itu pula barangkali buruh mogok terlebibh dakalo
barw kemudian petugas Depnaker dipanggil/didatangi dan bukan-
nya mengadukan pelanggaran perusahaan kepada Depnaker tanpa '
mogok .. Beglitu pula dengan penggunaan upah sebagail bagian daci
mekanisme  pengawasan, terutama dalam soal  pemotongan  upah.
Feraturannya sudah ada (Feraturan Femerintah nomor 8/781, akan
tetapi pemotongan upah dipraktekkan cukup meluas  dan  tidak
terjadl apa-apa.

kesimpulan '

Tarnyata buruh  menangkap realitas pengupahan tidak hanya
melihat dari jumlahb nominal saja (yang memang  kurang), Elan
tetapi Juge bagaimana wupah ituw dibsrikan  sekaligus  menjacdi
semacam  alat kontrol bagi mereka. Mereka melibhat juga  bahwa
landasan penetapan  wpah  ituw tidak jelas. Apa yang mereka
atangkap sebagal gejala di perusabaan nampak  terkaillt eratl
dengan  kebijakan pemerintab dan kesan ini  diperkuat. dengan
lemahnya  pengawasan peamerintah atas perusahaan  sehingga  pe
langgaran hal-hal yang sudab sangat Jjelas peraturannyapun bisa
meluas. 2

Qleh karena ituw nampaknya terlalu sederbana untuk menyelesadi-
barn  woal pengupahan ini dengan hanva berusaha ager ketentuan
LIMFG dipatuhi pengusaba.  Kebijakannya dituw  sendiri  menjadi
Bhagian dari masalalh.




